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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

▪ Kegiatan   : PENILIKAN KE-3 S-PHPL 

▪ Unit Manajemen : IUPHHK-HT PT SWADAYA PERKASA 

▪ Tanggal Audit  : 14 – 19 Juli 2021 

 

I. IDENTITAS LPPHPL 

 

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN 

3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda 

4. Nomor Telpon 

Email 

: 0541-747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

5. Direktur : Ir Kurnia, IPU 

6. Tim Audit : a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial / merangkap Ketua Tim Audit) 

b) Ir. Harijadi (Auditor PHPL Prasyarat ) 

c) Wuri Pratini Hawiati, S Hut (Auditor PHPL Produksi dan VLK Hutan) 

d) Hartati Saat, S.Si (Auditor PHPL Ekologi) 

7. Pengambil 

Keputusan 

: Ir Kurnia, IPU 

 

II. IDENTITAS AUDITEE 

 

1. Nama Unit Manajemen : PT SWADAYA PERKASA 

2. Alamat Kantor : Wisma Indocement Lt. 12  

Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta Selatan 

3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman  

4. SK IUPHHK- HT  : No. 592/Menhut-II/2011 tanggal 11 Oktober 2011 

5. Luas dan Lokasi  : 17.925 Hektar di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur 

6. Pengurus Perusahaan : Direksi : Eddy Sanusi 

Komisaris : Ieneke Santoso 

7. Nama MR Auditee : Abdul Latib 
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PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 
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III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-PHPL 

Audit dilakukan dengan cara remote audit  (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan : 

 

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian 

Waktu : 14 Juli 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan 

BPHP Wilayah XI Samarinda. 

b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 

13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Swadaya Perkasa. 

 

2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan 

Waktu : 14 Juli 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Swadaya Perkasa. 

b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan 

jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan 

ketentuan-ketentuan lainnya terkait  proses audit. 

c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara 

elektronik. 

 

3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 

Waktu : 14 - 18 Juli 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai 

Lampiran 1.3 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap 

kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir. 

b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai 

Lampiran 2.2  Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap 

kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir 

c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, 

menggunakan room yang berbeda : 

1) Room 1 untuk kriteria prasyarat  

2) Room 2 untuk kriteria produksi dan VLK Hutan 

3) Room 3 untuk kriteria ekologi 

4) Room 4 untuk kriteria sosial  

d) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : 

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap 

dokumen dan laporan kegiatan UM. 

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : 

a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil 

kegiatan/fungsi alat. 

b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / 

pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor. 

e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat 

menggunakan checklist. 

f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording) 
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4. Tahapan : Pertemuan Penutupan 

Waktu : 19 Juli 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Swadaya Perkasa. 

b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya 

proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan 

sementara hasil penilaian kinerja PHPL. 

c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik. 

 

5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian 

Waktu : 19 Juli 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan 

BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda. 

b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang 

diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan 

kegiatan sertifikasi selanjutnya. 

c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik. 

 

6. Tahapan : Pengambilan Keputusan 

Waktu : 9 Agustus 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: Hasil keputusan Penilikan Ke-3 S-PHPL, ditetapkan : 

1. PT Swadaya Perkasa dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL. 

2. Predikat, SEDANG (berubah); 

3. Masa berlaku S-PHPL, berubah menjadi 6 (enam) tahun yang terhitung dari 

tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2024; dan 

4. Pelaksanaan penilikan S-PHPL, tetap dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua 

belas) bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 4 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 
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IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut : 

 

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT 
 

1. Indikator 1.1 :  

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI 

1. Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman 

TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta 

TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-3 ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas sebagai berikut : 

1. Tersedia dokumen legal PT Swadaya Perkasa (PT SWP) tidak ada perubahan, seperti SK 

IUPHHK-HTI, Akte Perubahan Terakhir, NIB, NPWP yang tersimpan baik di Kantor Jakarta 

dengan alamat : Wisma Indocement lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 70-71, Kel. 

Setia Budi, Kec. Setia Budi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta; dan sebagian 

dokumen legal tersebut juga tersedia di Base Camp. 

 

2. Tersedia Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa di Kabupaten Berau Provinsi 

Kalimantan Timur seluas ± 17.925 Ha Skala 1 : 100.000, sebagai Lampiran Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor : SK.592/Menhut-II/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pemberian 

IUPHHK-HTI Kepada PT Swadaya Perkasa Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 17.925 Ha di 

Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. ± 17.925 Ha. Luas areal IUPHHK-HTI PT 

Swadaya Perkasa seluas ± 17.925 Ha terdiri dari 2 (dua) Blok, yaitu Blok I seluas ± 10.622 

Ha dan Blok II seluas ± 7.303 Ha; 

 

3. Berdasarkan verifikasi dokumen administrasi tata batas yang tersedia di Kantor Jakarta dan 

Base Camp (lapangan), maka diketahui bahwa dokumen administrasi tata batas belum 

lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang sudah TEMU GELANG 

(100 %), karena draft Laporan Tata Batas Temu Gelang PT Swadaya Perkasa yang telah 

disampaikan oleh konsultan pelaksana (PT Fodec Khatulistiwa) pada tanggal 19 Maret 2019 

kepada BPKH Wilayah IV Samarinda belum disahkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata 

Lingkungan (atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga PT Swadaya 

Perkasa sampai dengan penilikan ke-3 belum memiliki dokumen SK Penetapan Areal Kerja 

dan lampiran Peta Penetapan Areal Kerja yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan. 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.1.1 adalah SEDANG (turun). 

2. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB). 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen tata batas PT Swadaya Perkasa seperti verifier 1.1.1, maka 

diketahui bahwa realisasi penataan batas areal kerja PT Swadaya Perkasa sudah mencapai 100 % 

(TEMU GELANG) sesuai dengan Intruksi Kerja yang telah diterbitkan oleh BPKH Wilayah IV 

Samarinda dan bukti pelaksanaannya di lapangan yaitu 2 (dua) dokumen Berita Acara Penataan 

Batas (BATB), serta draft Laporan Tata Batas Temu Gelang PT Swadaya Perkasa yang dibuat oleh 

konsultan pelaksana (PT Fodec Khatulistiwa) dan sudah disampaikan kepada BPKH Wilayah IV 
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Samarinda untuk dilakukan perbaikan guna pengesahan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata 

Lingkungan (atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL  verifier 1.1.2 adalah BAIK (tetap) 

3. Verifier 1.1.3 : Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK) 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-3 masih terdapat konflik batas atau lahan di Blok II areal kerja PT Swadaya 

Perkasa yang berasal dari masyarakat setempat (Kampung Batu Putih) sesuai Surat Kepala 

Kampung Batu Putih Nomor : 140/C30/PEM-KBTH/I/2013 tanggal 15 Januari 2013, tentang  

permohonan Pembebasan Lahan dari KM 4 s/d KM 18 untuk 98 warga dari masyarakat Batu Putih  

yang sudah terbuka menjadi kebun/pondok usaha/ruma walet di sepanjang kiri dan kanan jalan 

Jabontara yang membelah Blok II (± 200 meter dari pingggir jalan). 

Hasil verifikasi dokumen rencana monitoring konflik lahan PT Swadaya Perkasa selama 1 (satu) 

tahun terakhir, dan termasuk tumpang tindih areal perkebunan kelapa sawit PT Jabontara Eka 

Karsa di Blok II seluas ± 217,21 Ha (seperti hasil penilikan ke-2 tahun 2020), maka diketahui bahwa 

selama 1 (satu) tahun terakhir belum ada upaya penyelesaian konflik lahan oleh PT Swadaya 

Perkasa, sehingga sampai dengan penilikan ke-3 tidak ada penurunan konflik lahan atau batas 

areal kerja di Blok II PT Swadaya Perkasa.  

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL  verifier 1.1.3 adalah SEDANG (tetap). 

4. Verifier 1.1.4 : Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. 

(Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-3 terdapat perubahan Kawasan Hutan pada Blok II PT Swadaya Perkasa 

berdasarkan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. 

S.882/IPSDH/PSDH/ PLA.1/11/2020 tanggal 25 Desember 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Peta 

Penafsiran Citra Satelit PT Swadaya Perkasa, yaitu perubahan HP menjadi APL seluas ± 1.607 Ha, 

dan perubahan Kawasan hutan di Blok II tersebut juga ditemukan pada penilikan ke-2 tahun 2020, 

yaitu HP menjadi APL dengan luas ± 1.062 Ha dan HP menjadi HPK seluas ± 2 Ha, berdasarkan 

Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.545/IPSDH/PSDH/ 

PLA.1/11/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit 

PT Swadaya Perkasa. 

Perbedaan perubahan luas diatas pada Kawasan yang sama bisa terjadi karena perhitungan digital 

saat dilakukan penafsiran peta citra satelit hasil penafsiran tahun 2018 dengan tahun 2020, 

walaupun acuannya sama yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 

tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi 

Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000. 

Sampai dengan penilikan ke-3 belum ada hasil Revisi RKUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa Untuk 

Periode 2012-2021 (yang akan berakhir tanggal 31 Juli 2021), seperti Surat Permohonan Direktur 

PT Sawadaya tentang Usulan Revisi RKUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa kepada Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

dengan Nomor : 031/SP-HTI/JKT/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018.  

Sampai dengan penilikan ke-3 belum ada surat permohonan usulan perpanjangan RKUPHHK-HTI 

Periode 2022-2031 dari Direktur PT Swadaya Perkasa yang disampaikan kepada Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, karena PT Swadaya Perkasa baru menunjuk Konsultan 

Penuyusun Dokumen RKUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa Periode 2022-2031 (dengan PT Kurnia 
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Sylva Consultindo) sesuai dengan SPK Nomor : 19/SPK-KSC/VIII/2021 / Nomor : 015/SP-HTI/SPK-

RKU/VII/2021. 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.1.4 adalah SEDANG (tetap). 

5. Verifier 1.1.5 : Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar 

sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-3 masih ditemukan penggunaan di luar sector kehutanan di Blok II dari areal 

kerja PT Swadaya Perkasa, dan sesuai dengan data dari Kepala Kampung Batu Putih (berdasarkan 

Surat Nomor : 140/C30/PEM-KBTH/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Permohonan 

Pembebasan Lahan yang berada di lokasi PT Swadaya Perkasa (KM 4 s/d KM 18) untuk 

masyarakat Kampung Batu Putih ± 200 meter dari pingggir jalan dan terlampir 98 nama 

masyarakat Batu Putih yang memohon dan tumpang tindih areal perkebunan kelapa sawit kelapa 

sawit PT Jabontara Eka Karsa di Blok II PT Swadaya Perkasa seluas ± 217,21 Ha. 

Terdapat data konflik lahan tahun 2020/2021 PT Swadaya Perkasa di Blok II, yang menjadi bahan 

membuat Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Swadaya Perkasa Semester II 

Tahun 2020 (Juli s/d Desember 2020) dan Semester I Tahun 2021 (Januari s/d Juni 2021), sesuai 

tanda terima dari instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL  verifier 1.1.5 adalah BAIK (naik) 

6. Verifier 1.1.6  Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK 

 Bobot  Dominan 

 Nilai  BAIK 

 Ringkasan 

Justifikasi 

 

 Berdasarkan verifikasi dokumen sosial terkait dengan data rencana monitoring konflik lahan di 

areal kerja PT Swadaya Perkasa sampai dengan bulan Juni 2021, maka diketahui bahwa pada areal 

kerja PT Swadaya Perkasa masih terdapat Konflik Tenurial (def. adalah berbagai bentuk 

perselisihan atau pertentangan klaim pengusaan, pengelolaan, pemanfaatan penggunaan suatu 

Kawasan hutan negara).  

Sesuai dengan hasil penilaian verifier 1.1.3 maka diketahui bahwa data luas areal pengusaan 

masyarakat di Blok II PT Swadaya Perkasa seluas ± 573 Ha yang menjadi konflik tenurial yang 

sampai dengan audit penilikan ke-3 belum dapat diselesaikan atau diturunkan jumlahnya maupun 

luasnya. 

Berdasarkan dokumen/buku RKUPHHK-HTI Periode 2012-2021 PT Swadaya Perkasa, terdapat 

data tata ruang dan luas efektif areal kerja PT Swadaya Perkasa seluas ± 14.971 Ha, yang terdiri 

dari : 

1. Tanaman Kehidupan seluas ± 899 Ha; 

2. Tanaman Pokok seluas ± 12.103 Ha; 

3. Tanaman Unggulan ± 1.969 Ha 

Dari data konflik lahan di Blok II PT Swadaya Perkasa seluas ± 573 Ha dan tumpang tindih, maka 

luas areal kerja yang menjadi konflik tenurial seluas ± 981 Ha dan sisa luas areal kerja PT Swadaya 

yang masih dikuasai untuk dikelola sebagai berikut :  

100 % - (981 : 14.971) X 100 % = 93,44 % (penguasaan lahan >80 %) 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL  verifier 1.1.6 adalah BAIK. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 85,19 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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2. Indikator 1.2 :  

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI 

1. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta 

Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-3 tidak ada perubahan terkait dokumen Visi dan Misi PT Swadaya Perkasa 

yang telah ditetapkan oleh Direktur PT Swadaya Perkasa dengn Nomor : 002/SP-HTI/DIR-

SK/JKT/II/2017 tanggal 6 Februari 2016, dan sesuai dengan hasil telaah isi Visi dan Misi 

Perusahaan disimpulkan bahwa Visi dan Misi PT Swadaya Perkasa sesuai dengan kerangka 

PHPL karena mencakup aspek kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial. 

Dan selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat Berita Acara Sosislisasi Visi, Misi dan Tujuan 

Perusahaan (PT Swadaya Perkasa) kepada masyarakat setempat sekitar areal kerja dilakukan 

bersama Sosialisasi RKT Tahun 2021, CSR dan Kawasan Lindung, pada tanggal 17 Januari 2021, 

dan dilampiri foto dokumentasi serta daftar hadir peserta sosialisasi di Kampung Dumaring. 

Selain itu di lapangan pada Kantor Base Camp PT Swadaya Perkasa terdapat plang Visi dan Misi 

PT Swadaya Perkasa yang ditempel pada dinding sebagai sarana sosialisasi secara langsung 

kepada karyawan perusahaan maupun mitra kerja PT Swadaya Perkasa.  

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.2.1 adalah BAIK (tetap) 

2. Verifier 1.2.2 : Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL. 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Isi Visi dan Misi PT Swadaya Perkasa sesuai dengan kerangka PHPL, namun implementasinya 

di lapangan untuk pembangunan HTI baru sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL,  karena 

realisasi target pada RKT tahun 2020  masih banyak yang belum ter- realisasi, dengan hasil 

telaah sebagai berikut : 

Aspek Produksi : 

1. Implementasi PAK RKT 2020 dan 2021 hanya sebagian yang sesuai (65 %); 

2. Implementasi Penyiapan Lahan belum sesuai dengan Sistim Silvikultur THPB, sehingga 

realisasi pemanenan tanaman industri RKT 2020, NIHIL, hanya dari LOA yang menghasilkan 

kayu alam; 

3. Upaya penyelesaian konflik lahan atau tenurial belum dilakukan karena itu belum ada 

penurunan konflik 

4. Realisasi tanaman budidaya pada RKT 2020 realisasi NIHIL dan RKT 2021 realisasi s/d Juni 

2021 seluas  697,70 Ha (63,86 %), dan realisasi penanaman budidaya dari RKT 2014 s/d 

RKT 2021 (per Juni 2021) seluas 1.532,69 Ha (11,80 % dari areal efektif seluas 12.922 Ha 

pada dokumen RKUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa Periode 2012-2021); 

5. Laporan Keuangan Tahun 2020 dari Akuntan Publik belum selesai; 

6. Dan lainnya sesuai dengan hasil penilaian auditor Produksi pada penilikan ke-3, tehadap 

verifier bernilai Buruk untuk Bobot verifier Co-Dominan dan bernilai Sedang baik Bobot 

Verifier Co-Dominan maupun Dominan.  

Aspek Ekologi : 

1. Implementasi penataan Kawasan lindung belum tercapai sesuai target; 

2. Implementasi pengakuan para pihak terhadap Kawasan lindung belum memenuhi standar 

dokumen Sosialisasi yang perlu tanda tangan pengurus desa atau tokoh kampung sebagai 

bentuk persetujuan dari mereka; 
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3. Implementasi SOP perlindungan hutan dan pengamanan hutan sebagian belum sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

4. Implementasi sarana dan prasarana pengamanan hutan masih minim/kekurangan; 

5. Dan lainnya sesuai dengan hasil penilaian auditor Ekologi pada penilikan ke-3. tehadap 

verifier bernilai Buruk untuk Bobot verifier Co-Dominan dan bernilai Sedang baik Bobot 

Verifier Co-Dominan maupun Dominan. 

Aspek Sosial : 

1. Data informasi secara menyeluruh terkait identifikasi SDH yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat secara spesifik belum diperoleh; 

2. Upaya penataan batas untuk memisahkan antara kawasan masyarakat dengan areal 

perusahaan, belum dapat dilaksanakan seluruhnya (terutama di Blok II); 

3. Realisasi penyelesaian konflik lahan belum mencapai target sesuai dengan Rencana 

Monitoring Penyelesaian Kasus Lahan, karena selama 1 tahun terakhir belum ada upaya 

penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat maupun tumpang tindih dengan PT 

Jabontara Eka Karsa; 

4. Dan lainnya sesuai dengan hasil penilaian auditor Sosial pada penilikan ke-3, tehadap verifier 

bernilai Buruk untuk Bobot verifier Co-Dominan dan bernilai Sedang baik Bobot Verifier Co-

Dominan maupun Dominan. 

Dari uraian hasil penilaian kriteria Prasyarat bernilai Sedang (baik Bobot Verifier Co-Dominan 

maupun Dominan) dan 3 (tiga) Aspek PHPL seperti diatas. 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.2.2 adalah SEDANG (tetap) 

3. Verifier 1.2.3 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana 

kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ 

organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : BAIK  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-3 diketahui bahwa keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan pada 

seluruh tingkatan untuk mendukung operasional IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa seluas ± 

17.925 Ha, telah tersedia Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan pada setiap bidang 

kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis ≥ 80 %, yang meliputi : 5 

(tiga) orang Sarjana Kehutanan, 2 (dua) orang Sarjana Pertanian dan 6 Ganis PHPL yang terdiri 

dari :  

1. 1 orang Ganis PHPL Kurpet, yaitu Sdr. Wibowo Adhiguna Pardede sebagai Ganis Kurpet, 

dengan No.Reg.16210011950; 

2. 1 orang Ganis PHPL Canhut, yaitu Sdri. Novita Ariani Sitorus sebagai Ganis Canhut, 

dengan No.Reg. 0120002696; 

3. 1 orang Ganis PHPL Nenhut, yaitu Sdr. Ikhdiman sebagai Ganis Nenhut, dengan No.Reg. 

02210009438; 

4. 1 orang Ganis PHPL Binhut, yaitu Sdr. Mulyadi sebagai Ganis Binhut, dengan No.Reg. 

03210012850; 

5. 2 orang Ganis PHPL PKB-R, yaitu Sdr. Doddy Rinata sebagai Ganis PKB-R, dengan No.Reg. 

04210011908; dan Sdr. Yuni Rachmandillah sebagai Ganis PKB-R, dengan No.Reg. 

04210006053 

Keberadaan Sarjana Kehuatanan dan Ganis PHPL diatas sesuai dengan dokumen legalitas atas 

kompetensi yang dimiliki, berupa Ijasah Sarjana Kehutanan dan Sertifikat Ganis PHPL serta SK 

Penetapan Ganis PHPL dari Kementrian LHK atau SIM Ganis PHPL yang terdaftar pada web.site 

SIGANISHUT 

Dengan demikian nilai kinerja PHPL untuk verifier 1.2.3 adalah BAIK (tetap) 
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4. Verifier 1.2.4 : Peningkatan kompetensi SDM 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-3 terdapat realisasi Pendidikan dan Pelatihan di PT Swadaya Perkasa yaitu 

Diklat Non Teknis berupa Seminar Arc-GIS seri 4 (80 %) dan Diklat Statistika (50 %), sedang 

kaitan dengan Diklat Ganis PHPL dan penyegaran Ganis PHPL tidak belum ada realisasi karena 

selama ± 1 tahun terakhir belum ada lembaga pendidikan dan Latihan bidang kehutanan yang 

ditunjuk sebagai pelaksana sesuai dengan PermenLHK No. 

P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari Dalam 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi yang ditetapkan tanggal 17 Oktober 

2019 dan diundangkan pada tanggal 10 Desember 2019. 

Sehingga realisasi kompetensi SDM PT Swadaya Perkasa selama 1 (satu) tahun terakhir 

mencapai : 5/8 X 100 % = 62,5 %. 

 

Dengan demikian nilai kinerja PHPL untuk verifier 1.2.4 adalah SEDANG (turun) 

5. Verifier 1.2.5 : Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan. 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-3 telah tersedia lengkap dokumen ketenagakerjaan PT Swadaya Perkasa dan dokumen 

tersebut sebagai berikut : 

1. Terdapat Buku Laporan tentang Wajib Lapor Ketanagakerjaan PT Swadaya Perkasa sesuai pasal 6 ayat 

(2) Undang Undang No.7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketanagakerjaan di Perusahaan dengan 

Nomor Kodefikasi : 640300.00709.2021 untuk periode 1 tahun Juli 2020 s/d Juni 2021 pada tanggal 

15 Juni 2021, ditanda tangani oleh An. Kepala Dinaskertrans Provinsi Kaltim Koordinator Pengawas 

Ketenagakerjaan Wilayah Kab. Berau (Sab’an ST/NIP/19700817 200212 1 009); 

2. Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Swadaya Perkasa yang telah disahkan Kepala 

Dinakertrans Kabupaten Berau Nomor : KEP.560/020.4.KSK tanggal 12 Juli 2021 dan 

berlaku selama 2 tahun terhitung sejak disahkan; 

3. Terdapat Surat Pernyataan Direktur PT Swadaya Perkasa Nomor : 001.c/SP-HTI/JKT/V/2018 

tanggal 8 Mei 2018 tentang Memberikan Kebebasan Untuk Membentuk, Masuk atau Tidak 

Masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar 

pekerja/buruh; 

4. Terdapat SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor :56/K.619/2020 tanggal 30 Desember 2020 

tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur 

2021, yaitu sebesar Rp.3.179.673,-; 

5. Terdapat dokumen Sertifikat Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan dari karyawan PT 

Swadaya Perkasa ; 

6. Terdapat Data Ganis PHPL sebanyak 6 orang Ganis PHPL lengkap dengan informasi Nomor Sertifikat 

Ganis PHPL dengan masa berlakunya; 

7. Dan dokumen pendukung lainnya terkait Ketenagakerjaan PT Swadaya Perkasa, seperti Surat 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Rekapitulasi Absensi Karyawan, Bukti Cuti Karyawan, Bukti Pemberian 

THR dan Natal, Bukti Pembeyaran Gaji Lembur. 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.2.5 adalah BAIK (tetap) 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.2 

: BAIK dengan nilai mencapai  83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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3. Indikator 1.3 :  

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan 

Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI 

1. Verifier 1.3.1 : Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-3 tidak terdapat Perubahan Struktur Organisasi PT Swadaya Perkasa yang disahkan oleh 

Direksi dengan SK No. 016/SP-HTI/DIR-SK/JKT/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019. 

Selain itu dokumen Job Description juga tidak ada perubahan untuk masing-masing unit kerja 

organisasi PT Swadaya Perkasa, sehingga tiap unit kerja akan melakukan kegiatan lapangan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

Selain terdapat SK. Direksi PT Swadaya Perkasa terkait dengan Bagan Struktur Organisasi yang 

berada dibawahnya , sebagai berikut : 

1. SK Direksi No. 016.a/SP-HTI/DIR-SK/JKT/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Struktur 

Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa; 

2. SK Direksi No. 016.b/SP-HTI/DIR-SK/JKT/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Struktur 

Organisasi Konservasi Tanah dan Air (KTA) IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa; 

3. SK Direksi No. 016.c/SP-HTI/DIR-SK/JKT/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Struktur 

Organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (BRIGDALKARHUTLA) 

IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa; 

4. SK Direksi No. 016.d/SP-HTI/DIR-SK/JKT/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Struktur 

Organisasi Penanganan Konflik  IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa; 

5. SK Direksi No. 001.b/SP-HTI/JKT/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Penetapan 

penanggungjawab Forest Information Management (FIM) IUPHHK-HTI PT Swadaya 

Perkasa; 

6. SK Direksi No. 001.c/SP-HTI/JKT/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Penetapan Tim 

Sistem Pengawasan Internal (SPI) PHPL IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa. 

Keberadaan Dokumen Struktur Organisasi dan Job Description PT Swadaya Perkasa tersedia 

lengkap dan dijabat/diisi oleh personil/karyawan yang berkompeten, sehingga secara 

keseluruhan sesuai dengan kerangka PHPL. 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.3.1 adalah BAIK (tetap) 

2. Verifier 1.3.2 : Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana. 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-3 terdapat PT Swadaya Perkasa telah memiliki perangkat elektronik yang 

mendukung pelaksanaan SIM (Sistim Informasi Manajemen) guna kepentingan penyampaian 

data dan informasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan dari pimpinan perusahaan. 

Terdapat petugas pelaksana yang ditunjuk melalui SK Direktur PT Swadaya Perkasa No. 

001.b/SP-HTI/JKT/II/2017 tanggal 6 Februari 2017, yaitu Sdr. Dimas Margianto Kurniawan 

dengan Jabatan Asisten FIM (Forest Informasi Management). 

Namun pada saat audit penilikan ke-3 untuk implementasi SIM PT Swadaya Perkasa masih 

menemui permasalahan terutama penyediaan data dan dokumen terkait perkembangan kegiatan 

produksi di lapangan yang diperlukan auditor belum dapat segera terpenuhi sebagaimana 

mestinya. 
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Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.3.2 adalah SEDANG (tetap) 

3. Verifier 1.3.3 : Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan 

kepatuhan pengisiannya 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-3 untuk verifier 1.3.3 merupakan verifier baru diberlakukan, dan 

pembahasannya fokus kepada Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk pengoperasian SIM milik 

Kementerian LHK (Eksternal) dan kepatuhan pengisiannya, sedang verifier 1.3.2 fokus kepada 

SIM milik Perusahaan (Internal). 

Tersedia SK Direksi PT Swadaya Perkasa tentang Penunjukan Operator SIM Kementerian LHK, 

yang meliputi : 

1. SK. Operator SEHATI dengan Nomor : 014/SP-HTI/JKT/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 

kepada Sdri. Novita Ariani Sitorus 

2. SK. Operator SIGANISHUT dengan Nomor : 011/SP-HTI/JKT/II/2021 tanggal 16 Februari 

2021 kepada Sdri. Novita Ariani Sitorus 

3. SK. Operator SIPONGI dengan Nomor : 015/SP-HTI/JKT/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 

kepada Sdri. Novita Ariani Sitorus 

4. SK. Sub Operator SIGANISHUT dengan Nomor : 012/SP-HTI/JKT/II/2021 tanggal 16 Februari 

2021 kepada Sdri. Novita Ariani Sitorus; 

5. SK. Operator SIPUHH Online dan SIPNBP dengan Nomor : 003/SP-HTI/JKT/I/2021 tanggal 

22 Januari  2021 kepada Sdr. Ade Irawan 

 

Untuk mengetahui sejauhmana kepatuhan operator SIM untuk melakukan pelaporan SIM 

/pengisiannya, maka kami melakukan wawancara sekaligus demo dengan operator SIM milik 

KemenLHK (Sdri. Novita Ariani Sitorus) dan hasilnya sebagai berikut : 

1. Selama 1 tahun terakhir menjadi operator banyak menemui kendala untuk mengoperasikan 

SEHATI, karena sering terdapat perubahan content SIM (SEHATI dan SIPONGI); Namun saat 

ini sudah berjalan lancar, tinggal kendala kekuatan jaringan di lapangan dan laporan yang 

tersempaikan baru sebagian (belum lengkap sesuai dengan tahapan Pembangunan HTI); 

 

2. Laporan SEHATI dan SIPONGI setiap bulan dibuat oleh operator per 31 Juni 2021 sedang 

pelaporan SIGANISHUT dibuat berdasarkan keberadaan Ganis PHPL (baru, tetap atau dari 

mutase) dan pelaporan SIPUHH dan SIPNBP tergantung dari Penerbitan LHP oleh Petugas 

Pembuat LHP yang ditetapkan Direksi PT Swadaya Perkasa kepada operator SIPUHH dan 

SIPNBP; 

Pelaporan SIPUHH dan SIPNBP berjalan lancar tanpa ada kendala, karena sudah lama 

beroperasi dan terkait langsung dengan produksi kayu yang wajib di LHP kan serta dibayar 

PNBPnya. 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja veirifier 1.3.3 (baru) adalah SEDANG 

4. Verifier 1.3.4 : Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya. 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-3 terdapat Laporan Audit Internal SPI Periode IV Tahun 2021, yang dibuat oleh 

Tim SPI PT Swadaya Perkasa (sesuai Surat Nomor : 005/KPPD-SPI/1/2021, tanggal 24 Januari 

2021 kepada Direktur PT Swadaya Perkasa). 

Dimana Tim SPI PT Swadaya Perkasa telah melakukan pemeriksaan rutin yaitu Bidang 

Perencanaan, Bidang Produksi, Bidang Tanam, Bidang Forest Protection dan Bidang TUK, 

sedangkan kegiatan yang menjadi kendala operasional HTI seperti penyelesaian pengusaan 
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lahan oleh masyarakat Batu Putih dan tumpang tindih lahan dengan PT Jabontara Ekakarsa, serta 

realisasi penanaman tanaman budidaya secara kumulatif masih relatiif kecil yaitu seluas  

1.532,69 Ha (11.80 % dari areal efektif seluas 12.922 Ha). 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.3.4 adalah SEDANG (tetap) 

Oleh 

5. 

Verifier 1.3.5 : Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan 

evaluasi 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-3 tersedia 2 (dua) Laporan Tim SPI PT Swadaya Perkasa yang terkait dengan 

Tindakan Perbaikan, sebagai berikut : 

1. Tersedia Laporan Tim /Internal Audit PT Sawadaya Perkasa pada tahun 2021, yang dibuat 

oleh TIM SPI sesuai dengan Surat Nomor : 006/KPPD-SPI/1/2021, tanggal 24 Januari 2021 

kepada Camp Manager tentang Tindak Lanjut Perbaikan Berdasarkan Hasil Audit Internal 

SPI Periode IV Tahun 2021;  

2. Tersedia Laporan Tim /Internal Audit PT Sawadaya Perkasa pada tahun 2021, yang dibuat 

oleh TIM SPI sesuai dengan Surat Nomor : 007/KPPD-SPI/1/2021, tanggal 24 Januari 2021 

kepada Direktur PT Swadaya Perkasa tentang Laporan Perbaikan Audit Internal SPI Periode 

IV Tahun 2021; 

Namun hasil telaah Laporan Tindakan Perbaikan yang dilakukan oleh Manager Camp dan 

personil di lapangan belum bisa memenuhi secara keseluruhan perbaikan terhadap tahapan 

pembangunan HTI yang seharusnya mengacu dokumen Monitoring dan Evaluasi (dengan 

referensi CARs dari Laporan Hasil Audit PHPL Tahun 2020). 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.3.5 adalah SEDANG (tetap)  

Nilai Kinerja Indikator 

1.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

4. Indikator 1.4 :  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

1. Verifier 1.4.1 : Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan 

proses dan diseminasi isi kandungannya 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-3 berdasarkan dokumen Berita Acara Sosialisasi RKT 2021 PT Swadaya 

Perkasa yang dilakukan secara bersamaan dengan sosialisasi Visi dan Misi, CSR dan Kawasan 

Lindung pada tanggal 17 Januari 2021 di Desa Tembudan, dan dilampiri foto dokumentasi serta 

daftar hadir, maka diketahui bahwa kegiatan pada Blok RKT Tahun 2020 dan Tahun 2021 di Blok 

I PT Swadaya Perkasa yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat 

telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Perihal ini sesuai 

dengan bukti Surat Perjanjian Kesepakatan Fee Produksi yang dibuat untuk RKT 2020 dan RKT 

2021 dan ditandatangani oleh kedua pihak yang berkepentingan (Perusahaan dan Wakil 

Masyarakat), sebagai berikut : 

1. Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT Swadaya Perkasa dengan Ulayat Asati Kampung 

Capuak Nomor : 05/SPK.SP/XI/2020 tanggal 16 November 2020, dimana isi perjanjian yaitu 

Fee Produksi yang berasal dari areal ulayat Asati Kampug Capuak yang berada di dalam 

RKT 2020 seluas ± 1.025 Ha, dan nilai fee produksi yaitu Diameter 50 Cm-Up besaran Fee 
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Rp.55.000/M3 dan Diameter 40-49 Cm besaran Fee Rp.30.000/M3; (berlaku 20 Oktober 

2020 s/d 10 Oktober 2021); 

 

2. Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT Swadaya Perkasa dengan Ulayat Melawai Nomor : 

03/SPK.SP/IX/2020 tanggal 14 September 2020, dimana isi perjanjian yaitu Fee Produksi 

yang berasal dari areal ulayat Asati Kampug Capuak yang berada di dalam RKT 2020 seluas 

± 1.695 Ha, dan nilai fee produksi yaitu Diameter 50 Cm-Up besaran Fee Rp.55.000/M3 dan 

Diameter 40-49 Cm besaran Fee Rp.30.000/M3; (berlaku 14 September 2020 s/d 10 

Oktober 2021). 

 

Terdapat Peta Batas Ulayat Dalam Areal Kerja PT Swadaya Perkasa Skala 1 : 100.000, dengan 

rincian hak ulayat berdasarkan Blok Kerja sebagai berikut : 

1. Blok I, terdapat 4 (empat) Hak Ulayat, yaitu  Ulayat Melawai seluas ± 4.523 Ha; Ulayat Asati 

seluas ± 1.267 Ha; Ulayat Taiban seluas ± 300 Ha dan Ullayat Medang Pengguyut dan 

Dumaring seluas ± 4.532 Ha; 

2. Blok II, terdapat 5 (lima) Hak Ulayat, yaitu  Ulayat Sunginau seluas ± 2.004 Ha; Ulayat Lubang 

Klatak seluas ± 2.398 Ha; Ulayat Tulung Batang seluas ± 1.529 Ha; Ulayat Daputi Langgaran 

seluas ± 458 Ha dan Ulayat Liung Kuping seluas ± 914 Ha. 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.4.1 adalah BAIK (tetap) 

2. Verifier 1.4.2 : Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode penilikan ke-3, secara umum pelaksanaan CD/CSR PT Swadaya Perkasa untuk RKT 

Tahun 2020 dan Tahun 2021 belum sesuai dengan Rencana Operasional Kelola Sosial PT 

Swadaya Perkasa Tahun 2021 yang dibuat tersendiri oleh Bagian Kelola Sosial. 

Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial Tahun 2020 dan Tahun 2021 (s/d Juni 2021) dibuat 

berdasarkan honor bulanan petugas atau aparat desa (sudah terbayar semua) dan beberapa 

bantuan sosial pada tahun 2020, yaitu keagamaan dan acara adat (via permohonan/proposal), 

sedang pada tahun 2021 (s/d Juni) terdapat realisasi honor bulanan (6 bulan) dan bantuan 

pembanungan Masjid, dan yang masih belum terealisasi, yaitu beasiswa sebesar 

Rp.60.000.000,-; 

Dari uraian diatas, maka diketahui bahwa realisasi CSR kepada masyarakat selama 1 (satu) tahun 

terakhir sebagian besar adalah Honor Petugas/Aparat Desa Binaan yang berjumlah 5 Desa Binaan 

yaitu Desa Batu Putih, Desa Lobang Kelatak, Desa Tembudan, Desa Dumaring dan Desa Capuak. 

Sedang bantuan yang bermanfaat untuk public hanya tersentuh sebagian kecil, yaitu Bantuan 

Keagamaan, Bantuan Acara Adat dan Bantuan Pembangunan Masjid, yang nilainya total Rp. 

10.000.000 (1,37 % dari total bantuan pada 2 tahun RKT berjumlah Rp.731.000.000), sedang 

realisasi Honor Aparat 5 Desa Binaan tahun 2020 dan 2021 total senilai Rp. 286.000.000,- 

(39,12 %).  

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.4.2 adalah SEDANG (tetap). 

3. Verifier 1.4.3 : Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-3 terdapat dokumen yang terkait dengan proses penetapan Kawasan Lindung 

sesuai dengan Penataan Ruang Aral Kerja dokumen RKUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa Periode 

2012-2021, yang secara peruntukan terdapat Areal Kawasan Lindung seluas 2.154 Ha (12,01 

%), dengan rincian jenis Kawasan Lindung sebagai berikut : 
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No. Areal Kawasan Lindung Luas (Ha) Keterangan 

1 Kelerengan >15 % 46 Tidak tergambar di 

Peta RKUPHHK-HTI 

2 Sempadan Sungai 1.050 Blok I dan II 

3 KPPN 465 Blok I dan II 

4 KPSL 490 Blok I dan II 

5 Buffer Zone HL 103 Blok I 

Terdapat SK Direktur PT Swadaya Perkasa Nomor : 001.a/SP-HTI/JKT/II/2017 tanggal 6 Februari 

2017 tentang Penetapan Kawasan Lindung Di Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa di 

Kab. Berau, Prov Kalimantan Timur. 

Terdapat Peta Sebaran Desa Sekitar Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa Skala 1 : 

150.000, yang menggambarkan wilayah Desa sekitar areal, meliputi : 

Blok I, terdapat 4 wilayah Desa, meliputi : 

1. Desa Sumber Mulia; 

2. Desa Dumaring; 

3. Desa Capuak; 

4. Desa Tunggal Bumi. 

Blok II, terdapat 3 wilayah Desa, meliputi : 

1. Desa Tembudan; 

2. Desa Batu Putih; 

3. Desa Lobang Kelatak. 

 

Terdapat 2 (dua) dokumen Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung Di Areal Kerja PT Swadaya 

Perkasa selama 1 (satu) tahun terakhir, sebagai berikut : 

1. Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat pada tanggal 2 

Oktober 2020 yang dilampiri Daftar Hadir dari perwakilan 5 Desa yaitu Batu Putih, Dumaring, 

Capuak, Tembudan dan Kelatak, serta foto dokumentasi di Base Camp Batu Putih; 

 

2. Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat setempat sekitar 

areal kerja dilakukan bersama Sosialisasi RKT Tahun 2021, Visi Misi dan CSR, yang diadakan 

pada tanggal 17 Januari 2021, yang dilampiri foto dokumentasi dan daftar hadir dari para 

tokoh massyarakat setempat di Desa Tembudan. 

Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen diatas, maka diketahui bahwa masih terdapat wilayah 

Desa yang belum dilakukan sosialisasi terkait keberadaan Kawasan lindung di areal kerja PT 

Swadaya Perkasa (sesuai dengan tata ruang RKUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa Periode 2012-

2021), yaitu wilayah Desa Sumber Mulia dan Desa Tunggal Bumi pada Blok I PT Swadaya 

Perkasa. 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.4.3 adalah SEDANG (tetap) 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.4. 

: SEDANG dengan nilai mencapai  75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI 
 

5. Indikator 2.1 :  

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

  

1. Verifier 2.1.1 : Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh 

pejabat yang berwenang 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa  telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2012-2021 yang masih 

berlaku telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor : SK. 52/VI-BUHT/2012 tanggal 1 Agustus 2012 . RKUPHHK-HT periode 2012-

2021 akan selesai pada 31 Juli 2021, saat ini PT Swadaya perkasa telah melakukan kontrak 

Kerjasama untuk penyusunan Dokumen RKUPHHK periode 2021-2030. 

2. Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/ petak) belum seluruhnya sesuai dengan 

RKUPHHK, namun masih pada Lokasi Areal Kerja Efektif PT Swadaya Perkasa. RKT 2020 

penataan arel kerjanya Sebagian sesuai dengan RKU dimana terdapat Blok IV yang sesuai dengan 

RKUPHHK dan pada penataan areal kerja tahun 2021 terdapat kesuaian pada blok V dalam 

dokumen RKUPHHK. 

3. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%). 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan 

dimana yang terlihat jelas adalah adanya plang RK 2020 dan 2021, dan penataan pal batas petak 

belum semua terlihat jelas dilapangan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.1 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 77,78% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk. 

 

6. Indikator 2.2 :  

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 

 

1. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa telah Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil deliniasi 

mikro dan ITSP 3 (tiga) tahun  terakhir tahun 2019, 2020 dan 2021 beserta kelengkapan peta 

pendukungnya yaitu peta jalur survey dengan skala 1 : 50.000. Dimana rata-rata potnesi tahun 

2019 untuk diameter 10 cm up sebanyak 36,56 M3/Ha, Untuk RKT 2020 potensi rata-rata untuk 
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diameter 10 cm up adalah 40,18 M3/Ha dan untuk RKT 2021 potensi rata-rata untuk diameter 

10 cm up adalah sebesar 22,36 M3/Ha. 

2. Verifier 2.2.2 : Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat 

volume) 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa mempunyai data hasil pengukuran riap tegakan/PSP pada petak TP.IV untuk 

satu tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis namun hasil analisis belum disampaikan kepada 

Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK dan 

hasilnya belum digunakan sebagai dasar penghitungan JTT (jatah Tebangan Tahunan). 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.2 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 77,78% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk. 

 

7. Indikator 2.3 :  

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 

 

1. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: SOP seluruh tahapan sistem silvikultur telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan yaitu 

Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem silvikultur dalam 

areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yaitu  Sistem  Tebang  Habis Permudaan Buatan 

jo P. 65/Menhut-II/2014 tanggal 12 September 2014 atau ketentuan teknis Perdirjen Bina 

Produksi Kehutanan No. P.09/VI/BPHA/2009 ketersediaannya tidak lengkap untuk seluruh 

tahapan dan implementasinya baru sebagian . Sistem silvikultur TPTI pada tanaman unggulan 

masih belum diterapkan. 

2. Verifier 2.3.2 : Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya 

kelestarian pemanenan hasil (80 - 120 m3/Ha) yaitu 99 m3/Ha. 

3. Verifier 2.3.3 : Tingkat kecukupan potensi permudaan 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Sampai dengan batas waktu audit belum terdapat data potensi permudaan dan belum juga 

lakukan uji petik untuk mengetahui potensi permudaan 

4. Verifier 2.3.4 : Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Untuk struktur tegakan pada IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa telah tersedia sebagian 

kelas umur lebih dari 50 % dimana yang tidak tersedia adalah kelas umur IV  tahun 
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 tetapi sebaran luas tidak merata (kurang dari 60 – 79 %) sampai masak tebang yaitu 

sebesar 11,80 % 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.3 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 61,90  % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk. 

 

8. Indikator 2.4 :  

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan  

 

1. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tersedia SOP pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan 

pengelolaan hutan yaitu SPO-PRN-009 tanggal 11 Oktober 2017 dan SOP Micro Planning, nomor 

: SPO-PRN-010 tanggal 11 Oktober 2017 , dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat  

dan implementasi SOP baru Sebagian dilaksanakan di lapangan. Yang belum dilakukan secara 

maksimal misal kegiatan pemanenan, penanaman dan perlindungan hutan.  

2. Verifier 2.4.2 : Limbah pemanfaatan hutan minimal 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Nilai Faktor Eksploitasi pada petak TP III.12 sebesar 79% dan pada petak TPIV.25 adalah 76 % 

sehingga nilai Fe rata-ratanya adalah sebesar 78%. Data tersebut dengan membandingkan nilai 

LHP dan LHC belum dilakukan pengukuran langsung di lapangan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.4 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 66,67  % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk. 

 

9. Indikator 2.5 :  

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal 

kerjanya 

 

1. Verifier 2.5.1 : Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan 

rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas 

Prov, self approval). 

Bobot : CD 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen RKT secara lengkap RKT 2020 dan 2021 yang disusun berdasarkan RKU dan 

disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 telah disahkan dan 

disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. S22.110.1/400/Kpts/DK-II/2020 tanggal 2 september 

2020 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 telah disahkan dan disetujui oleh Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur No. S22.110.1/11/Kpts/DK-II/2021 tanggal 12 Januari 2021 
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2. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat peta kerja sesuai RKT 2020 dan 2021 dengan  peta RKU periode 2012-2021 yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / 

dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan 

lindung kode romawi pada urutan Blok TP, TK dan TU. Terdapat Penggambaran areal yang 

ditetapkan sebagai Kawasan Lindung diantaranya Sempadan Sungai, Lereng >15%, BZ Hutan 

Lindung, KPPN, dan KPSL. 

3. Verifier 2.5.3 : Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ 

ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ 

bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan 

pengembangan) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat implementasi  penataan batas areal untuk efektif produksi pada RKT 2020 dan 2021 

berupa plang RKT dan batas petak di lapangan tetapi belum seluruhnya terlihat jelas di lapangan 

terutama untuk rintisan batas blok dan identitas pal petak dan untuk penada Batasan Kawasan 

lindung belum seluruhnya terimplementasi di lapangan terutama untuk BZ hutan Lindung. 

4. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka 

pendek  

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan 

tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang 

direncanakan. Realisasi luas tahun 2020 sebesar 52,56 % atau terealisasi seluas 1.673,50 Ha 

dari rencana 3.183,68 Ha , realisasi tebang 29,63 % atau 44.039,19 M3 dari target 148-614,20 

M3. Dan Untuk tahun 2021 sampai dengan Juni 2021 realsiasi volume sebesar 37.353,28 M3 

dari target 195.712,33 M3 atau 19,09% dan realsiasi luas 2.325,06 Ha dari terget 4.037,56 Ha 

atau 57,59% 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.5 

: BAIK dengan Nilai mencapai 80,95 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk. 

 

10. Indikator 2.6 :  

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi 

kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia 

 

1. Verifier 2.6.1 : Kondisi kesehatan finansial 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku 2020 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material  dengan nilai likuiditas 19,75% kurang 

dari 100%, solvabilitas 97,34% kurang dari 100%  dan rentabilitas negative (-13,25%). 
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2. Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat 

sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 

oleh akuntan publik). 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan data rencana dan realisasi kegiatan anggaran perusahaan Tahun 2020 diketahui 

bahwa realisasi alokasi dana pada periode audit teralisasi sebesar 80,70 %  dari yang seharusnya 

yaitu Rp.2.198.970.200 dari rencana Rp. 2.724.860.500 namun Laporan yang ada dibuat tidak 

sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 

oleh akuntan publik). 

3. Verifier 2.6.3 : Realisasi alokasi dana yang proporsional 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%) yaitu 

sebesar 207,01%, dimana alokasi terbesar pada biaya administrasi dan umum (207,01%) dan 

terkecil pada kegiatan pendidikan dan latihan (0%). 

4. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan teknis kehutanan tidak lancar dibuktikan dengan realisasi penanaman yang rendah dan 

dana pembinaan hutan hanya terealisasi sebesar 35,64 % yang tidak didukung oleh ketersediaan 

pembibitan sehingga terus menerus terjadi Carry Over. 

5. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan luas ril dari penyiapan lahan sampai dengan tahun 2021 adalah seluas 2.699,68 Ha 

dari target 3.336,57 Ha atau 80,91% (Sumber Berita Acara Area Belum Efektif tanam, yang dibuat 

pada tanggal 26 Bulan Juli tahun 2021). Isi berita acara adalah sebagai berikut : 

1. Seluas 2.098,37 Ha (Blok I) status belum ada dilakukan kegiatan produksi kayu 

(penebnagan) dan 

2. Seluas 7.144,97 Ha (Blok I) dan 572,75 Ha (Blok II) status telah dilakukan kegiatan produksi 

kayu (penebangan) terhitung s/d tahun 2021, tetapi belum dilakukan kegiatan persiapan 

lahan (Land Clearing), sehingga status area saat ini juga masih belum efektif untuk tanam, 

karena hal sbb. 

a. Masih banyak tegakan kayu diameter kecil (KBK) yang belum diproduksi sehingga 

belum bisa dilakukan kegiatan persipan lahan (landclearing) 

b. Pemanfaatan kayu diameter kecil (KBK) sampai dengan saat ini masih terkendala di 

pemasaran/penjualan kayu ke industry 

c. Masih dalam tahap proses Kerjasama pembangunan insutri untuk pengelolaan kayu 

diameter kecil (KBK) secara mandiri 
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Berikut adalah Realisasi kegiatan penanaman PT Swadaya Perkasa sd Juli 2021 

NO TATA RUANG BLOK I BLOK II TOTAL 

1 Kawasan Lindung 

         

711,00  

   

1.443,00  

      

2.154,00  

  a. Kelerengan> 15%   

         

46,00  

            

46,00  

  b. Sempadan Sungai 

         

453,00  

      

597,00  

      

1.050,00  

  c. Buffer Zone HL 

         

103,00    

         

103,00  

  d. KPPN 

           

83,00  

      

382,00  

         

465,00  

  e.KPSL 

           

72,00  

      

418,00  

         

490,00  

2 Areal Efektif 

         

225,66  

   

3.110,91  

      

3.336,57  

  a. Areal Tertanam 

         

125,66  

   

2.574,02  

      

2.699,68  

  b. Areal belum tertanam 

         

100,00  

      

536,89  

         

636,89  

3 Areal belum efektif 

     

9.243,34  

      

572,75  

      

9.816,09  

4 Areal tidak efketif 

         

441,00  

   

2.176,34  

      

2.618,34  

  Total 

   

10.622,00  

   

7.303,00  

   

17.925,00  

Sumber : Dokumen Planning PT SWP Tahun 2021 

Neraca tanam menjadi : Luas areal tanam/Total areal siap tanam (2.699,68 Ha/3.336,57 

Ha=80,91%). 

6. Verifier 2.6.6 : Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi penanaman tanaman pokok oleh IUPHHK-HTI < 50% dari yang seharusnya. Dimana 

untuk tahun 2020 terealisasi  seluas 10 Ha dari target 100 Ha (sumber RKAP 2020) dan untuk 

tahun 2021 terealisasi seluas 40,37 Ha dari target 100 Ha. Realisasi penanaman hanya pada 

tanaman pokok. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.6 

: BURUK dengan Nilai mencapai 47,62 % , terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk. 
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3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI 
 

11. Indikator 3.1 :  

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

  

1. Verifier 3.1.1 : Luasan kawasan dilindungi 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Luas dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK Periode 2012-

2021 Tahun 2012. Untuk kawasan lindung Kelerengan >15% untuk tanah yang sangat peka erosi 

seluas 46 ha, belum terproyeksi dalam Peta RKUPHHK Periode 2012-2021 Tahun 2012 dan 

belum dilakukan penataan di lapangan. Untuk Buffer Zone Hutan Lindung telah terproyeksikan 

dalam Peta RKUPHHK Periode 2012-2021 Tahun 2012, namun juga belum dilakukan penataan 

di lapangan. Kondisi biofisik kawasan lindung Sempadan Sungai Sunggalit (Blok II) ada yang 

menjadi kebun/ladang oleh masyarakat akibat kegiatan perambahan. Hal ini menjadikan kondisi 

biofisik untuk kawasan lindung jenis Kelerengan >15% untuk tanah yang sangat peka erosi, 

Buffer Zone Hutan Lindung di lapangan belum tersedia dan kondisi biofisik Sempadan Sungai 

Sunggalit belum sesuai. 

2. Verifier 3.1.2 : Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Swadaya Perkasa merencanakan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 102,2 km dan 

terealisasi hingga Juli 2021 adalah 64,41 km (63,02 %). 

3. Verifier 3.1.3 : Kondisi penutupan kawasan dilindungi 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Sekunder, 

Hutan Karst Sekunder, Hutan Tanaman) seluas 1.579 ha (73,31 %) dari total luas kawasan 

lindung 2.154 ha. 

4. Verifier 3.1.4 : Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka 

verifier ini menjadi not applicable 

Bobot : D 

Nilai : Not Aplicable 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Areal PT Swadaya Perkasa tidak ada areal dengan ekosistem gambut.  

5. Verifier 3.1.5 : Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan sosialisasi kawasan lindung telah dilakukan ke 5 desa binaan. Ketersediaan BA 

sosialisasi belum memenuhi karena isi BA belum ditandatangani kedua belah pihak (belum ada 

tanda tangan perwakilan dari ke-5 desa). Kondisi sempadan sungai Sunggalit di Blok II juga 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 22 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

masih mengalami gangguan perambahan (ladang/kebun) sehingga memiliki indikasi belum 

semua masyarakat mengakui keberadaan kawasan lindung di areal PT Swadaya Perkasa. 

6. Verifier 3.1.6 : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL 

dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU 

Bobot : D 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum dilakukan seluruhnya, khususnya pada areal Blok 

II sesuai yang direncanakan dalam RKUPHHK Periode 2012-2021 Tahun 2012, sehingga belum 

tersedia laporan kegiatan pengelolaannya. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.1 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

12. Indikator 3.2 :  

Perlindungan dan pengamanan hutan 

1. Verifier 3.2.1 : Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada 

Bobot : D 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Potensi gangguan hutan yang ada di areal PT Swadaya Perkasa sesuai RKUPHHK Tahun 2012 Periode 

2012-2021 adalah kebakaran hutan, perambahan (perladangan), hama penyakit tanaman dan perburuan. 

Prosedur telah tersedia sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada, namun dalam prosedur tidak 

tercantum peraturan/referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur. Untuk prosedur terkait 

kebakaran (penghitungan FDR/Indeks Rawan kebakaran) belum tersedia. 

2. Verifier 3.2.2 : Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sarana prasarana perlindungan hutan untuk Blok I dan Blok II terkait plang-plang nama dan pos 

satpam/security ada yang belum tersedia. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan belum sesuai 

PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016. 

3. Verifier 3.2.3 : SDM perlindungan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: SDM perlindungan hutan yang tersedia adalah Regu Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api dan 

satpam/security (Wakar). Tersedia 1 (satu) regu inti Dalkarhutla yang jumlahnya 15 orang, namun 

seluruhnya belum mengikuti Diklat Teknik Dalkarhutla sehingga belum sesuai PermenLHK Nomor: 

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Pasal 35 Ayat 3. Masyarakat Peduli Api telah dibentuk di 5 desa binaan, 

namun tidak tersedia bukti tertulis bentuk kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (pihak PT 

Swadaya Perkasa dan perwakilan ke-5 desa binaan). Bentuk kerjasama baru berupa BA sosialisasi 

pembentukan MPA dan hanya ditandatangani oleh pihak PT Swadaya Perkasa. Jumlah satpam/security 

(Wakar) baru tersedia 2 (dua) orang yang seharusnya 3 (tiga) orang sesuai SK Menhut Nomor: 

523/Kpts-II/93. 

4. Verifier 3.2.4 : Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan secara preemptif sesuai potensi gangguan hutan 

yang ada seluruhnya belum dilakukan. Secara preventif terkait SDM dan sarana prasarana belum 

tersedia khususnya pada areal Blok II. Secara represif, terkait gangguan perambahan (potensi 

konflik), telah dibuat identifikasi dan laporannya telah dilaporkan ke BPHP Wilayah XI Samarinda 

dan DInas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk kegiatan represif terhadap pelaku 

perburuan satwa dilindungi belum dilakukan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai  66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

13. Indikator 3.3 :  

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 

 

1. Verifier 3.3.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum mencakup seluruh 

dampak, karena belum tersedia prosedur untuk pengukuran iklim mikro, pengukuran tinggi muka 

air sungai, pemantauan biota air (plankton benthos), pengukuran sedimentasi sungai dan 

pemantauan sifat fisik kimia tanah. 

2. Verifier 3.3.2 : Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia secara teknik sipil dan teknik 

vegetatif. Secara teknik sipil ada yang belum tersedia dan belum tepat seperti pengukur iklim mikro (Blok 

II), TPS limbah B3, tempat sampah organik dan anorganik, TPA sampah organik dan anorganik, rumah 

pencampuran pestisida, kolam pengendapan buangan aliran air dari persemaian, sedimen trap serta sarana 

pengelolaan limbah B3 berupa lantai yang belum kedap air dan sedimen pond/oil trap yang belum tersedia 

rumah mesin genset, gudang BBM, drum-drum penyimpanan oli bekas. Secara teknik vegetatif telah 

tersedia persemaian bibit alami dan kegiatan penanaman/pengkayaan kawasan lindung. 

3. Verifier 3.3.3 : SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan tersedianya 

GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 (satu) orang dan masih aktif masa berlakunya. 

4. Verifier 3.3.4 : Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagian tercantum dalam dokumen 

rencana RKL tahun 2010. Kegiatan pengelolaan untuk limbah B3 dan limbah domestik masih 

belum tepat pengelolaannya. Kegiatan pengelolaan untuk meminimalisir sedimentasi sungai juga 

ada yang belum dilakukan seperti pembuatan sedimen trap. Monitoring terhadap laju erosi 

sebagai acuan untuk kegiatan pengelolaan juga belum dilakukan. 
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5. Verifier 3.3.5 : Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan 

dokumen perencanaan yaitu RPL tahun 2010. Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan 

air dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester 
namun belum dilaporkan secara rinci dan belum tergambarkan hasil analisisnya, namun telah dilaporkan 

ke instansi terkait. Implementasi pemantauan secara teknik sipil ada yang belum dilakukan seperti iklim 

mikro (suhu udara dan kelembaban), kualitas air pada bagian outlet (hilir), kualitas tanah secara fisika, 

tinggi muka air sungai, erosi tanah, sedimentasi sungai, debit air sungai semester I-2021 dan laporan 

kegiatan penyimpanan limbah B3. Pemantauan secara teknik vegetatif untuk kegiatan 

pemantauan/pemeliharaan tanaman hasil penanaman/pengkayaan di kawasan lindung juga belum 

dilakukan. 

6. Verifier 3.3.6 : Dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dampak terhadap tanah pada erosi belum dapat diketahui karena belum dilakukan pemantauan/pengukuran 

untuk satu tahun terakhir ini. Dampak terhadap kualitas air sungai berdasarkan uji laboratorium, pada bagian 

inlet (Sungai Dumaring – Blok I), masih di baku mutu PP RI Nomor 22 Tahun 2021. Namun, pada bagian 

outlet belum dapat diketahui kualitas air sungainya karena belum dilakukan pengujian. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 72,22 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

14. Indikator 3.4 :  

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam 

punah (threatened) dan endemik 

 

1. Verifier 3.4.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku 

Bobot : D 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Prosedur identifikasi flora dan fauna tersedia, namun isi prosedur belum mencantumkan 

referensi/peraturan yang terbaru dan metode kegiatan identifikasi belum menggambarkan 

metode pengambilan data yaitu pada identifikasi jenis flora (tingkatan semai, pancang, tiang, 

pohon) dan identifikasi fauna (Kelas Mamalia, Aves/Burung, Reptilia). 

2. Verifier 3.4.2 : Implementasi kegiatan identifikasi 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan, namun isi laporan banyak yang tidak sesuai 

terkait data hasil identifikasi pada masing-masing lokasi yang belum tergambarkan secara jelas, 

metode yang digunakan untuk kegiatan identifikasi, serta penentuan status yang masih 

menggunakan peraturan yang lama.  

Nilai Kinerja 

Indikator 3.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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15. Indikator 3.5 : Pengelolaan flora untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik 

 

1. Verifier 3.5.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan 

yang berlaku 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Prosedur pengelolaan flora dilindungi tersedia, dan belum mengacu pada peraturan yang terbaru 

dan secara teknis belum menggambarkan perlindungan flora baik dari segi perlindungan habitat 

secara spesifik dan perlindungan jenis-jenis flora dilindungi. 

2. Verifier 3.5.2 : Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan menyeluruh, terutama pada kegiatan pengelolaan 

pada suatu jenis flora dilindungi hasil identifikasi dan kegiatan-kegiatan pengelolaan lainnya. 

3. Verifier 3.5.3 : Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kondisi spesies flora dilindungi memiliki potensi terganggu karena adanya kegiatan perambahan 

oleh masyarakat di Blok II yang juga telah masuk ke kawasan lindung Sempadan Sungai 

Sunggalit. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.5 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

16. Indikator 3.6 :  

Pengelolaan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik 

1. Verifier 3.6.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan 

yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Prosedur pengelolaan fauna dilindungi tersedia, namun belum menggambarkan secara teknis untuk 

perlindungan dan pengelolaannya baik dari segi perlindungan habitat secara spesifik dan 

perlindungan jenis-jenis fauna dilindungi. 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 26 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

2. Verifier 3.6.2 : Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan pengelolaan fauna belum dilakukan menyeluruh, terutama pada kegiatan pengelolaan 

pada suatu jenis fauna dilindungi hasil identifikasi dan kegiatan-kegiatan pengelolaan lainnya. 

3. Verifier 3.6.3 : Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kondisi spesies fauna dilindungi yaitu Rusa dan jenis-jenis burung mengalami gangguan akibat 

perburuan oleh masyarakat. PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, Rusa 

termasuk satwa dilindungi. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.6 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL 
 

17. Indikator 4.1 :  

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat 

Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat 

  

1. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, 

dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin 

Bobot : Dominan 

Nilai :  SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP memiliki beberapa dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, 

akan tetapi dokumen yang tersedia masih belum lengkap karena tidak terdapat dokumen/ 

laporan terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar di areal PT SWP dan pengelolaannya. 

Sedang rencana pemanfaatan SDH oleh PT SWP tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HT periode 

Tahun 2012 - 2021; RKTUPHHK-HT Tahun 2020 & 2021 dan untuk rencana kelola sosial PT SWP 

belum membuat Rencana Operasional (RO) kegiatan kelola sosial yang dirinci kegiatannya pada 

masing-masing desa binaan, rencana kelola sosial mengacu rencana yang ada pada dokumen 

RKTUPHHK-HT.  

2. Verifier 4.1.2 : Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas kawasan 

Bobot : Dominan 

Nilai :  BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait penataan batas /rekonstruksi 

batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam SPO 

Tata Batas Partisipatif; SPO Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat; SPO Penyelesaian Konflik; 
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SPO Pemetaan Konflik Sosial dan SPO Penanganan Klaim, serta telah diimplementasikan dalam 

penataan batas partisipatif batas desa sekitar dan penyelesaian konflik yang terjadi di lapangan. 

3. Verifier 4.1.3 : Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP telah memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas terkait pengakuan hak-hak 

dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH 

yang tertuang dalam: SPO Identifikasi Hak-hak Masyarakat; Deliniasi Batas Sosial dengan 

Masyarakat; Pelaksanaan FPIC; Akses Masyarakat Terhadap Hutan; Pemanfaatan HHNK dan 

Infrastruktur Perusahaan; Pemanfaatan HHNK pada Kawasan Lindung; Pemberian Dana 

Kompensasi dan Penerimaan Tenaga Kerja, serta telah diimplementasikan dalam Rekruitmen 

Tenaga Kerja, Pemanfaatan HHNK, Kesepakatan/MoU Kemitraan dengan masyarakat sekitar dan 

Program Kelola Sosial lainnya. 

4. Verifier 4.1.4 : Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen 

dengan kawasan kehidupan masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Di areal PT SWP terdapat beberapa wilayah adat serta secara administrasi masuk beberapa desa, 

akan tetapi baru sebagian yang telah dilakukan penataan batasnya secara partisipatif. 

PT SWP memiliki beberapa bukti Berita Acara Pendataan Penguasaan Lahan oleh masyarakat 

sekitar, akan tetapi belum dilakukan penataan batasnya di lapangan secara partisipatif. 

Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia dan hasil observasi lapangan, PT SWP  memiliki sebagian 

bukti terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan 

kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat. 

5. Verifier 4.1.5 : Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-3, PT SWP dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah 

mendapat persetujuan dan dukungan dari  pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah) hal ini dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HTI PT SWP, telah 

disetujuinya RKUPHHK-HTI Periode tahun 2012 – 2021 dan RKTUPHHK-HTI PT SWP Tahun 2020 

& 2021, serta terdapat Berita Acara Kesepakatan Ulayat Asati dengan Ulayat Taiban untuk hasil 

produksi kayu pada tanggal 10 Oktober 2018 dan Perjanjian Kerjasama antara PT SWP dengan 

Kepala Adat Kampung Tembudan tentang Fee dan Sistem Pengelolaan dan beasiswa tanggal 01 

Mei 2019, serta terdapat Dokumen BA Sosialisasi PT SWP dengan Masyarakat sekitar terkait 

operasional PT SWP pada desa Desa Dumaring, Cepuak dan Tembudan. 

Hasil Wawancara dengan Wakil masyarakat sekitar areal diperoleh informasi bahwa pada 

prinsipnya masyarakat mendukung terhadap kegiatan operasional PT SWP selama masih sesuai 

dengan kesepakatan yang telah dibuat dan sebagian masyarakat telah kerjasama dengan PT SWP 

sebagai tenaga kerja PKWT maupun tenaga borongan. 

Pada areal PT SWP masih terdapat potensi konflik pemenfaatan lahan oleh masyarakat sekitar 

areal akan tetapi konflik yang ada masi dapat dikelola dengan baik. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.1 

: BAIK dengan nilai mencapai  86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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18. Indikator 4.2 :  

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku 

1. Verifier 4.2.1 : Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP memiliki sebagian dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HTI, 

RKUPHHK-HTI Periode tahun 2012 – 2021, RKTUPHHK-HTI PT SWP Tahun 2020, Rencana 

Kelola Sosial (dalam RKT dan dalam RO), Rincian kegiatan kelola sosial PT SWP Tahun 2020 & 

2021. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT SWP memiliki laporan realisasi kegiatan 

sosial bulanan, akan tetapi tidak sesuai dengan format standar dan belum disampaikan kepada 

Instansi terkait secara rutin. 

PT SWP telah menyusun rencana tanggung jawab sosial PT SWP akan tetapi realisasinya masih 

belum optimal dan belum terencana dengan baik. 

2. Verifier 4.2.2 : Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT. SWP memiliki mekanisme yang lengkap terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin 

terhadap masyarakat dituangkan dalam : SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan; SPO 

Pemanfaatan HHNK dan Infrastruktur Perusahaan; SPO Pemanfaatan HHNK pada Kawasan 

Lindung; SPO Pemberian Dana Kompensasi dan SPO Persiapan Sosial Pengembangan 

Masyarakat dan telah diimplementasikan. 

3. Verifier 4.2.3 : Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap 

masyarakat dalam mengelola SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-3, PT SWP memiliki bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber 

Daya Hutan dan terdapat sebagian bukti BA Sosialiasi sebagai berikut : 

➢ Sosialisasi Rencana Operasional Penebangan RKT 2020 PT SWP di areal/Ulayat Melawai, 

Ulayat Medang Pengguyut dan Ulayat Asati tanggal 8 September 2020 di Kantor Desa 

Tembudan (dihadiri 17 orang), dilengkapi foto dokumentasi. 

➢ BA Kegiatan Sosialisasi RKT 2021, Visi dan Misi Perusahaan, Kawasan Lindung dan CSR 

PT SWP kepada masyarakat desa Tembudan tanggal 17 Januari 2021 (dihadiri 65 

peserta), dilengkapi foto dokuemntasi. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, diperoleh informasi bahwa PT SWP telah 

melakukan Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait Kegiatan operasional PT SWP Tahun 

2020 dan Tahun 2021, akan tetapi PT SWP tidak menjelaskan secara khusus terkait 

rencana/program CD/CSR perusahaan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya pada masing-

masing desa binaan. 

4. Verifier 4.2.4 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT SWP Tahun 2020 - 2021 terhadap 

masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat 

meliputi : 

1. Biaya Kelola Konflik (Insentif/Honor Pengurus Adat, Kades dan Camat) 

2. Pembayaran Fee Kompensasi sesuai kesepakatan dan Pembayaran Fee 

Jalan/Logpond 

3. Bantuan Hari Besar Agama (Natal) desa sekitar 

4. Bantuan Acara Adat  

5. Bantuan Pembangunan Masjid 

6. Pemanfaatan Tenaga Kerja/kontraktor Lokal 

 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara dengan responden  dapat 

disimpulkan bahwa PT SWP telah merealisasikan sebagian pemenuhan tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam pengelolaan SDH (Realisasi kegiatan kelola sosial/Comdev PT SWP terhadap 

masyarakat sekitar masih masih sangat minim dan baru dirasakan oleh sebagian kecil 

masyarakat). 

 

5. Verifier 4.2.5 : Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi tertuang dalam Realisasi Kelola Sosial PT SWP Tahun 2020 & 2021, 

Pembayaran Fee Kompensasi Produksi, Bukti Transfer Honor Kelola Konflik, Kuitansi Bantuan 

Hari Besar Agama/Acara Adat dan Bantuan Pembangunan Masjid. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia PT SWP belum memiliki laporan kelola sosial 

yang dibuat secara periodik/semesteran dan dilaporkan kepada Instansi terkait (dilengkapi bukti 

tanda terima). 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai   73,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

19. Indikator 4.3 :  

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak. 

1. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang 

terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh 

aktivitas PT SWP tertuang dalam beberapa dokumen antara lain: Dokumen RKUPHHK-HT, 

Laporan Survei Sosial 5 (lima) Kampung sekitar, Daftar Tenaga Kerja, BA Serah terima Kegiatan 

Sosial dan BA Serah Terima Fee Produksi Kayu & Sewa Jalan dan Logpond. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Swadaya Perkasa memiliki data dan 

informasi  terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, akan tetapi tidak lengkap. 

2. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : Dominan 
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Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT. SWP memiliki mekanisme yang legal dan lengkap terkait peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam 

: SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan; SPO Pemberian Dana Kompensas; SPO Akses 

Masyarakat Terhadap Hutan; SPO Pola Kemitraan; Pemanfaatan HHNK dan Infrastruktur 

Perusahaan dan Pemanfaatan HHNK pada Kawasan Lindung. 

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen yang tersedia bahwa PT Swadaya Perkasa memiliki 

mekanisme yang lengkap dan jelas terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat. 

3. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen PT SWP terkait rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat tertuang dalam : RKUPHHK-HT Periode Tahun 2012 - 2021; 

RKTUPHHK-HA Tahun 2020 & 2021; Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2020 & 2021; 

serta kesepakatan Kerjasama Kemitraan dengan masyarakat sekitar terkait Fee kompensasi dan 

kegiatan sosial lainnya. 

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana kelola sosial yang terdapat dalam Rencana Opersional 

(RO) PT SWP Tahun 2020 & 2021 tidak sinkron dengan rencana kelola sosial yang tercantum 

dalam dokumen RKTUPHHK-HT PT SWP Tahun 2020 & 2021. 

PT SWP memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat, akan tetapi tidak lengkap dan kurang jelas. 

4. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pendekatan Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi  PT SWP  

terhadap masyarakat sekitar : 

1. Dalam Realisasi Kelola Sosial PT SWP Tahun 2020 & 2021, sebesar 0 %. 

2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2020 dan 2021, sebesar 17,55 % 

3. Pemanfaatan kontraktor dari lokal, atau sebesar 100 % 

4. Realisasi Tanaman Kehidupan PT SWP sampai Tahun 2020 & 2021 (belum ada 

realisasinya), atau sebesar 0 %  

5. Pembayaran Fee Kompensasi sesuai dengan kesepakatan 

Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi  oleh PT SWP  

sebesar : 

               (0  + 17,55 + 100 +  0 ) %  :  4 =  29,39 % ( < 50 %) 

 

5. Verifier 4.3.5 : Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT. SWP memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada 

para pihak  (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang dituangkan dalam 

Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan Kelola Sosial, Pembayaran Fee Kompensasi, 

Pembayaran Upah kepada Kontraktor/Borongan dan Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah 
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sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran PBB, PPh 21, BPJS Ketenagakerjaan & BPJS 

Kesehatan dan DR/PSDH). 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 80,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

20. Indikator 4.4 :  

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik  

1. Verifier 4.4.1 : Tersedianya mekanisme resolusi konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik  tertuang dalam : SPO Penyelesaian 

Konflik; SPO Pemetaan Konflik Sosial; SPO Penanganan Klaim dan SPO Pengendalian Ladang 

Berpindah dan telah merujuk pada Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang 

Pedoman Pemetaan Potensi  dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan 

Produksi sebagai referensi. 

Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial PT SWP dan wakil masyarakat, dalam 

menyelesaikan konflik di lapangan Pihak Perusahan selalu melakukan konsultasi dan koordinasi 

dengan Aparat Pemerintah Desa yang melibatkan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar, apabila 

terkait hukum melibatkan Muspika setempat dalam penanganan penyelesaian konflik. 

2. Verifier 4.4.2 : Tersedia peta konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa telah menyusun Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi konflik 

namun belum sepenuhnya sesuai dengan Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 serta belum 

disampaikan kepada instansi terkait yang dibuktikan dengan tanda terima.  

Hasil telaahan terhadap Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi konflik PT SWP, dalam 

laporan tersebut tidak dilengkapi dengan langkah-langkah atau action plan penyelesaian konflik 

terhadap konflik yang ada. 

 

3. Verifier 4.4.3 : Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan SK Direktur PT SWP No.016/SP-HTI/DIR-SK/JKT/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 

tentang Penetapan Struktur Organisasi IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa Kab. Berau Prov. 

Kaltim. 

Dalam struktur organisasi tersebut bagian yang menangani Konflik adalah Asisten Pengelolaan 

Masyarakat Desa Hutan dibawah Asisten Kepala Forest Protection dengan mengikutsertakan 

Pihak Eksternal  dalam hal ini Kepala Desa, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Instansi 

terkait lainnya dalam menangani kasus atau konflik yang timbul. 

PT SWP tidak menyiapkan anggaran secara khusus untuk penanganan resolusi konflik, akan 

tetapi apabila ada konflik manager operasional mengajukan usulan dana untuk penyelesaian 

konflik sesuai kebutuhan. 

 

4. Verifier 4.4.4 : Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi 

Bobot : Dominan 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 32 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP memiliki dokumen/Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 2 Tahun 

2020 & Semester 1 Tahun 2021, akan tetapi belum disampaikan kepada Intansi terkait secara 

rutin. 

Hasil telaahan terhadap laporan yang tersedia,  Isi dari laporan tersebut baik pada Semester 2 

Tahun 2020 dan Semester 1 Tahun 2021, isinya masih sama dengan laporan sebelumnya tidak 

terdapat progres kemajuan dalam penyelesaian konflik yang ada di areal PT SWP. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai  75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

21. Indikator 4.5 :  

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja 

 

1. Verifier 4.5.1 : Adanya hubungan industrial 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP telah memiliki PP yang telah disahkan oleh Instansi terkait dengan masa berlaku sampai 

13 Desember 2020 dan telah disosialisasikan kepada karyawannya pada tanggal 25 Januari 2019 

(dilengkapi daftar hadir). Dengan berakhirnya masa berlakunya PP, PT Swadaya Perkasa telah 

melakukan perpanjangan PP Periode 2020-2022, dan telah disahkan oleh Disnakertrans Kab. 

Berau dengan No. KEP.560/020.4.KSK Tanggal 12 Juli 2021 (masa berlaku 2 Tahun) 

Di Lingkungan PT SWP belum terbentuk Serikat Pekerja akan tetapi Perusahaan telah 

mengeluarkan Kebijakan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk 

membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sesuai Surat 

Keputusan Direksi PT SWP Nomor: 001.c/SP-HTI/JKT/V/2018 tanggal 08 Mei 2018, mengenai 

kebebasan untuk membentuk Serikat Pekerja. 

Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang 

ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk 

kerja sebagai karyawan Perusahaan. 

Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT SWP, diperoleh informasi bahwa PT SWP 

telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti kebebasan 

berserikat, pembayaran gaji yang lancar diatas UMK Kab. Berau sesuai dengan perundangan 

yang berlaku. 

 

2. Verifier 4.5.2 : Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT  SWP telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang 

dalam PP PT SWP Periode Tahun 2018-2020 Pasal 42 tentang Pendidikan & Pelatihan Karyawan 

dan SPO Pelatihan dan Pengembangan.  

PT SWP telah mengimplementasikan sebagian pengembangan kompetensi karyawannya dalam 

Rencana Pelatihan Tahun 2021 sebanyak 4 Topik Pelatihan dengan jumlah peserta 11 orang dan 

terealisasi 2 Topik atau sebesar 50.% dan jumlah perserta sebanyak 5 orang atau sebesar 45,45 

%. 

Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT SWP memiliki 6 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet 

= 1, Canhut = 1 orang, Nenhut = 1, Binhut = 1 orang dan PKB-R = 2 orang,  dan telah sesuai 

dengan ketentuan yang ada. 
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3. Verifier 4.5.3 : Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SWP telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen 

Peraturan Perusahaan PT SWP Periode Tahun 2018 - 2020 Bab IV Pasal 11 - 15 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja, Penempatan dan Rotasi Kerja, Promosi Kerja, Demosi, dan Penugasan Sementara 

dan SPO Prosedur Pengangkatan Karyawan.  

Hasil Wawancara dengan Bagian HRD dan Wakil Karyawan diperoleh informasi bahwa pada 

periode penilikan ke-3 tidak terdapat implementasi terkait jenjang karir terhadap karyawannya, 

karena alasan adanya Pandemi Covid 19. 

PT SWP telah memiliki dokumen standar jenjang karir kepada karyawannya, akan tetapi baru 

sebagian diimplementasikan. 

4. Verifier 4.5.4 : Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen terkait Tunjangan Kesejahteraan Karyawan PT SWP tertuang dalam Peraturan 

Perusahaan (PP) PT  SWP periode 2018 – 2020, yang telah diatur dalam Bab IV - IX Pasal 21 - 

39, terdapat implementasi seperti : Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan 

Tahun 2020 - 2021, Contoh Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, serta 

fasiltas kesejahteran lainnya. 

Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT SWP serta hasil observasi lapangan 

fasilitas kesejehateraan karyawan di Base Camp PT SWP, diperoleh informasi bahwa PT SWP 

telah mengimplementasikan sebagian tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam 

Peraturan Perusahaan (PP) kepada karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar tiap bulan 

dan diatas UMK Kab. Berau, pemenuhan fasilitas seperti kantor, mess karyawan, kantin/dapur 

umum, alat-alat safety, sarana ibadah, sarana olahraga, sedangkan fasilitas lainnya masih belum 

memadai karena proses pembangunan, di bidang Kesehatan di Base Camp tidak dilengkapi 

Klinik Perusahan dan apabila ada karyawan yang sakit langsung dirujuk ke Puskesmas terdekat 

(Talisayan atau Batu Putih), dan biaya ditanggung perusahaan. 

PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang 

dalam Peraturan Perusahaan PT Swadaya Perkasa Periode 2018 – 2020,  namun baru sebagian 

diimplementasikan. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.5 

: SEDANG  dengan nilai mencapai  75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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5. NILAI VERIFIER STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU / VLK HUTAN 
 

22. Prinsip 1 :  

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan 

1. Verifier 1.1.1.a : Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen legal terkait perizinan usaha yaitu SK IUPHHK-HT atas nama PT Swadaya Perkasa yaitu 

berdasarkan  Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 592/MENHUT-II/2011 tanggal 11 Oktober 

2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri 

kepada PT Swadaya Perkasa atas areal Hutan Produksi seluas ± 17.925 Hektar di Kabupaten 

Berau Provinsi Kalimantan Timur. dan dokumen legal perseroan lainnya seperti Akta Pendirian 

disahkan oleh Notaris Lenny Harlina, SH, No. 01 tanggal 10 April 2001 dan SK Menkumham No. 

C-01384 HT.01.01.TH.2001 tanggal 30 Mei 2001 , Akta Perubahan terakhir No. 128 tanggal 20 

Desember 2016 yang dibuat oleh Wiwik Condro, S.H. ; dengan SK Menkumham No AHU-AH-

01.03.0020990 Tanggal 18 Januari 2017 , NIB Nomor 9120104781363 tanggal 16 Juli 2019 dan 

NPWP No. 02.031.667.5-211.000 terdaftar tanggal 01 Mei 2001 , lengkap dan dipenuhi 

seluruhnya. 

2. Verifier 1.1.1.b : Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Seluruh SPP IIUPHHK yang ditagihkan kepada PT Swadaya Perkasa No.S1049/VI-

BIKPHH/2011atas Atas Areal seluas ± 17.925 Ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 

telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan  telah memenuhi kewajiban 

pembayaran atas SPP IIUPHHK sesuai dengan bukti setor slip pembayaran melalui Bank Mandiri 

sejumlah Rp. 46.605.000,00 tanggal 23 Desember 2011 

3. Verifier 1.1.1.c : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada areal IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkaasa mempunyai data dan informasi penggunaan yang 

sah diluar IUPHHK yaitu perkebunan dengan bukti dengan Peta Areal Kerja Perkebunan PT 

Jabontara Eka Karsa (Lampiran Peta SK. Menteri Kehutanan Nomor : 643/Kpts-II/95) maka 

diketahui bahwa terdapat lokasi tumpang tindih antara areal IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa 

dengan areal Perkebunan Kelapa Sawit PT jabontara Eka Karsa seluas ± 400 Ha. 

 

23. Prinsip 2 :  

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1. Verifier 2.1.1.a : Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan 

oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah 

hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 

- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat 

yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 

- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 
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Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen Rencana jangka Panjang yaitu RKUPHHK-HTI Tahun 2012 Periode 2012-2021 telah 

disahkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 52/VI-BUHT/2012 tgl. 1 Agustus 2012. 

Terdapat kelengkapan peta lampiran RKUPHHK-HTI  skala 1:50.000 dan dokumen rencana 

tahunan RKT Tahun 2020 disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas keutanan Provinsi 

Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/400/Kpts/DK-II/2020 tanggal 2 September 2020 dan berlaku 

sampai dengan 31 Desember 2020 dan dokumen RKT  2021  disahkan yang telah disahkan 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas keutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 

522.110.1/11/Kpts/DK-II/2021 tanggal 12 Januari 2021 dan berlaku sampai dengan 31 Juli 2021, 

serta PT Swadaya Perkasa  telah memliki GANISPHPL Canhut atas nama Sinelson Hutagaol 

dengan No. Register 01210008233 sesuai SK. Kepala BPHP Wilayah IX Banjarbaru No. 

SK.168.IX/PEPHP/2/2021. 

2. Verifier 2.1.1.b : Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di 

lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tersedia Peta RKT Tahun 2020 dan 2021 yang memuat lokasi yang tidak boleh di tebang/ 

kawasan lindung pada Peta RKT ditandai dengan arsiran jelas berupa Kawasan Lindung seluas 

2.154 Ha terdiri dari lereng>15%, sempadan sungai, Buffer zone hutan lindung, KPPN dan KPSL 

dan penandaanya dijumpai implementasinya di lapangan. 

3 Verifier 2.1.1.c : Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di 

lapangan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Penandaan batas petak dan blok tebangan RKT Tahun 2020 dan RKT 2021 telah sesuai dengan 

peta dan terbukti implementasinya di lapangan. Batas blok RKT 2020 dan 2021 terlihat adanya 

pal dan plang RKT. 

4 Verifier 2.2.1.a : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam 

proses) dengan lampiran-lampirannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2012 Periode 2012-2021 tersedia lengkap yang telah disahkan 

dan disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 52/VI-BUHT/2012 tgl. 1 Agustus 

2012. Terdapat kelengkapan peta lampiran RKUPHHK-HTI  skala 1:50.000 . Belum terdapat 

usulan dokumen RKUPHHK periode 2021-2030, sampai dengan kegiatan peilikan ke-3 bahwa 

PT Swadaya Perkasa baru melakukan Kerjasama dengan denga PT Kurnia Sylva Consultindo 

dengan Nomor 019/SPK-KSC/VII/2021, Nomor 015/SP-HTI/SPK-RKU/VII/2021 untuk 

penyusunan dokumen RKUPHHK tersebut. 

5 Verifier 2.2.1.b : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang 

diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Lokasi penyiapan lahan pada blok/petak RKTUPHHK-HT tahun 2020 dan 2021 sesuai dengan 

Peta RKTUPHHK-HT tahun 2020 dan 2021 Skala 1 : 50.000 yang berarti lokasi penyiapan lahan 

PT Swadaya Perkasa sesuai antara dokumen RKT IUPHHK-HT dan kenyataan di lapangan dan 

Volume pemanfataan kayu hutan alam telah sesuai dengan dokumen RKT dan terbukti di 

lapangan. Target luas dan volume pemanfaatan kayu RKT Tahun 2020 adalah seluas 3.183,68 

Ha dengan volume 148.614,20 M3 dengan rincian volume KBB 98.924,16 M3, volume KBS 

31.018,12 M3 dan volume KBK 18.671,92 M3 
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24. Prinsip 3 :  

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

1 Verifier 3.1.1. : Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen LHP dibuat oleh petugas GANISPHPL-PKB-R yaitu atas nama Doddy Rinata dengan 

No. Register 01371-13/PKB-R/XX/2013 sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan dokumen LHP 

tahun 2020 telah diterbitkan LHP sebanyak sebanyak 40 dokumen dan volume 44.039,19 m3 

dan sedangkan pada RKT Tahun 2021 (s.d 28 Juni 2021) diterbitkan LHP sebanyak 37 dokumen   

dengan volume 37.353,28 M3.  Terdapat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang dibuat oleh 

PT Swadaya Perkasa setiap bulannya yaitu periode Juli 2020 sampai dengan Juni 2021 dan stok 

kayu bulat di TPK Hutan per tanggal 30 Juni 2021 yaitu 25.907,20 M3, dan stok di TPK antara 

Tembudan sebanyak 16.584,11 M3, stok di TPK Antara  Dumaring sebesar 2.496,06 M3. 

Berdasarkan uji petik terhadap stok kayu di TPK Hutan dan diTPK antara Tembudan tidak terdapat 

perbedaan jenis dan terdapat selisih volume sebesar 1,43%. 

2 Verifier 3.1.2. : Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : 

- TPK hutan ke TPK Antara 

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, 

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Seluruh kayu bulat yang diangkut baik dari TPK Hutan  menuju TPK Antara  atau ke industri telah 

dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan dokumen SKSHHK diterbitkan oleh GANISPHPL-PKB-

R sesuai ketentuan dan masih berlaku. Selama periode audit, PT. Swadaya Perkasa telah 

melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai 

ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan langsung menuju industri 

menggunakan alat angkut Truck sejumlah 134 Set Dokumen SKSHHK sebanyak 1.240  Batang 

Volume 1.487,43 m3, Dari TPK antara tembudan ke Industri dengan menggunakan tonkang/TB 

dengan jumlah dokumen 16 set dokumen dengan jumlah batang 10.388 btg, dengan Volume 

44.824,90 M3. Penggunaan Dokumen SKSHHK dari TPK hutan menuju TPK Antara 

menggunakan 1192 set SKSHHK dan 13.099 M3. 

3. Verifier 3.1.3.a : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Swadaya Perkasa merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada 

Hutan Tananaman (IUPHHK-HT) 

4. Verifier 3.1.3.b : Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Swadaya Perkasa merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada 

Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 

5. Verifier 3.1.4 : Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan 

lampirannya untuk hutan tanaman 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL-PKB sesuai ketentuan dan 

dilampiri dengan dengan DKB. Terdapat dokumen SKSHHK yang diarsipkan dan di simpan di 

kantor . Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di TPK hutan dan TPK antara masih sesuai 

dengan dokumen baik jenis dan selisih /perbedaan volume masih dibawah 5%. 
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6. Verifier 3.2.1.a : Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen SPP DR PSDH yang diterbitkan telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan. Dimana 

jumlah SPP untuk tahun 2020 RKT 2020 (periode Juli-Desember 2020) DR sebesar US$ 

711.761,69 dan PSDH sebesar Rp 3.447.741.500,- dan RKT 2021 (Periode Januari-Juni 2021) 

jumlah DR sebesar US$ 609-070,46 dan PSDH sebesar Rp 3.012.596.610,-. Terdapat SK Kepala 

Dinas provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 970/36/KPTS/DK-II/2021 tentang Sanksi Denda 

Administratif kepada Perizinan Berusaha PT Swadaya Perkasa di Kab. Berau Prov. Kaltim. 

7 Verifier 3.2.1.b : Bukti Setor DR dan/atau PSDH 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pembayaran DR PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan 

sebesar DR sebesar US$ 1.320.832,19 PSDH sebesar Rp 6.460.338.110,00 dan pembayaran 

DPEH(Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan)  telah dibayarkan sebesar 375.040.700 IDR pada 

tanggal 9 Juli 2021. 

8 Verifier 3.2.1.c : Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan 

untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pembayaran atas DR dan/atau PSDH pada LHP tahun 2020 dan 2021 yang dilakukan oleh PT 

Swadaya Perkasa sudah sesuai dengan tagihan PNBP yang diterbitkan melalui SI-PNBP-

SIMPONI dan sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan. Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis 

penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan dan Permenhut 

Nomor P.64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan 

untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.  

9 Verifier 3.3.1 : Dokumen PKAPT 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 

dinyatakan bahwa  Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu 

Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 

Agustus 2018.  

10 Verifier 3.3.2 : Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa  telah melakukan penjualan diluar pulau Kalimantan dan pulau Kalimantan 

dengan mengunakan alat angkut Tongkang dan Tug Boat berbendera Indonesia. Berdasarkan 

Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki 

izin yang sah dan menggunakan bendera Indonesia. Sehingga seluruh kapal yang digunakan dan 

tercantum pada dokumen SKSHHK telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera 

Indonesia. Dengan Jumlah kayu yang dikirm sejumlah 10.338 batang atau 44.824,90 M3. 

11 Verifier 3.4.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan 

Nomor 028.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh 

LPPHPL/LVLK PT. Trustindo Prima Karya.Seluruh dan seluruh kayu bulat telah dibubuhakan 
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Tanda V-Legal sesuai ketentuan. Dimana Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan 

ketentuan pada barcode di log kayu dan dokumen SKSHHK bertuliskan “028.SPHPL.019-IDN.” 

 

25. Prinsip 4 :  

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1. Verifier 4.1.1 : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tersedia dokumen lingkungan seperti dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh SK 

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 660.1/K.237/2010 tanggal 26 April 2010. Studi 

lingkungan telah mencakup seluruh areal kerja PT Swadaya Perkasa dengan luas studi seluas ± 

24.850 Ha sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.S.429/MENHUT-

VI/2009 29 Mei 2009 dan proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai ketentuan yang 

berlaku 

2. Verifier 4.1.2.a : Dokumen RKL dan RPL. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan ANDAL yang 

telah disahkan. Terdapat matrik Rencana Penglolaan Lingkungan Hidup dan Rencana 

Pemantauan Lingkungan Hidup pada dokumen RKL dan RPL yang dijadikan pedoman dalam 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan di PT Swadaya Perkasa. Berdasarkan telaah terhadap 

dokumen laporan pelaksanaan RKL-RPL PT Swadaya Perkasa diverifikasi pelaksanaan RKL-RPL 

telah mencakup tindakan pengelolaan lingkungan baik dampak penting fisik-kimia, biologi, dan 

sosial budaya 

3. Verifier 4.1.2.b : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan 

sosial 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pengelolaan dan Pemantaun lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak 

penting yang terjadi dilapangan. Terdapat dokumentasi bukti kegiatan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan oleh PT Swadaya Perkasa semester II Tahun 2020  Terdapat bukti tanda 

terima penyampaian laporan pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 2020 kepada BLH 

Kabupaten Berau tanggal 11 Januari 2021. 

 

26. Indikator 1.5 :  

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1. Verifier 5.1.1.a : Pedoman/prosedur K3 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tersedia SOP K3 dan Personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam implementasi K3 

dibuktikan dengan adanya penunjukan melalui SK. Direktur No. 016a/SP-HTI/DIR-SK/JKT/VI/2019 

tanggal 18 Juni 2019 dengan Penanggungjawab Program K3 atas nama  Sutono 

2. Verifier 5.1.1.b : Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : Memenuhi 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tersedia peralatan K3 yang memadai dan berfungsi baik serta tidak kadarluasa, beberapa alat 

K3 yang tersedia adalah APAR, sepatu safety, sepatu boat, Helm, kaos tangan, Rompy safety, 

kotak P3K 

3. Verifier 5.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Swadaya Perkasa  telah mendokumentasikan catatan kecelakaan secara lengkap setiap 

bulannya dan selama periode audit (juli 2020-Juni 2021) tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil). 

4. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk 

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada lingkungan karyawan PT Swadaya Perkasa tidak/ belum terbentuk serikat pekerja baik 

dalam serikat pekerja kehutanan maupun serikat pekerja lainnya. Namun demikian manajemen 

PT Swadaya Perkasa telah memberikan pernyataan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan 

bergabung membentuk serikat pekerja. Secara tertulis hal tersebut tercantum dalam dokumen 

kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat 

pekerja melaluai Surat Pernyataan Direktur No. 001.c/SP-HTI/JKT/V/2018 tanggal 08 8 Mei 2018 

5. Verifier 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Swadaya Perkasa  telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Drs.Zulfahmi,M.Pd NIP 

196510121995121003 dengan SK  No. KEP.560/020.4.KSK tanggal 12 Juli 2021 tentang 

Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Swadaya Perkasa. Peraturan Perusahaan berlaku selama 

2(Dua) tahun terhitung sejak disahkan. 

6. Verifier 5.2.3 : Pekerja yang masih di bawah umur 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Swadaya Perkasa tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas 

nama Tegar Sentosa (19 tahun 9 bulan) dengan jabatan sebagai Scaller 
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6. NILAI KINERJA AKHIR PHPL 

No. Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator 

Nilai Kematangan/ 

Bobot Indikator 

Nilai Kinerja Maksimal 

Indikator 

1. 1.1 Baik 3 3 

2. 1.2 Baik 3 3 

3. 1.3 Sedang 2 3 

4. 1.4 Sedang 2 3 

5. 2.1 Sedang 2 3 

6. 2.2 Sedang 2 3 

7. 2.3 Sedang 2 3 

8. 2.4 Sedang 2 3 

9. 2.5 Baik 3 3 

10. 2.6 Buruk 1 3 

11. 3.1 Sedang 2 3 

12. 3.2 Sedang 2 3 

13. 3.3 Sedang 2 3 

14. 3.4 Sedang 2 3 

15. 3.5 Sedang 2 3 

16. 3.6 Sedang 2 3 

17. 4.1 Baik 3 3 

18. 4.2 Sedang 2 3 

19. 4.3 Sedang 2 3 

20. 4.4 Sedang 2 3 

21. 4.5 Sedang 2 3 

JUMLAH 45 63 

 

TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR 

 

45 / 63 x 100 % = 71,43 % 

tidak ada verifier Dominan bernilai Buruk 

 

 

Samarinda, 16 Agustus 2021 

LPPHPL PT Trustindo Prima Karya 

 

 

 

Ir Kurnia, IPU 

Direktur 


